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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan
Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga
harus diubah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan
Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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Mengingat:

Menetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu
sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.

2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Pengawas Pemilu melakukan penanganan Temuan/Laporan
Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan.

Dalam kondisi tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau
Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan
pelanggaran yang menjadi Temuan/dilaporkan kepada Pengawas
Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diputuskan dalam Rapat Pleno.

Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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